WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 300/Kep.355-BPBD/V/2020

TENTANG

PERFANJANGAN KELIMA PEMBERLAKUAN PELAKSANAAN PEMBATASAN

TAT.

Menimbang

Mengingat

SQ%IAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN ADAPTASI
NAN HIDUP BARU MASYARAKAT PRODUKTIF MELAWAN COVID-19

DI KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKAS],

‘a. bahwa selama perpanjangan keempat pemberlakuaan

pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar {PSBB) dalam
penanganan COVID-19 di Wilayah Kota Bekasi sejak tanggal
30 Mei 2020 sampai dengan 4 Juni 2020, masih ditemukan
bukti penyebaran COVID-19, sehingga perlu Perpanjangan
Kelima Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial
Berskala Besar Dalam Rangka Pelaksanaan Adaptasi Tatanan

~ Hidup Baru Masyarakat Produktif Melawan Covid-19 di

Wilayah Kota Bekasi untuk menghambat laju penularan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) secara efektif;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bekasi
tentang Perpanjangan Kelima Pemberlakuan Pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Pelaksanaan Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat
Produktif Melawan Covid-19 di Kota Bekasi.

Undang-Undang Nemor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor ‘111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663},

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723},
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Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020
lentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 {COVID-19} di
Wilayah Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020 Nomor 36); :

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Da}am‘
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19} di
Wilayah Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 36 Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020 Nomor 38};

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara
Proporsional Sesual Level Kewaspadaan Daerah
Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi
Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2020 Nomor 46).

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/248/202 tentang Penetapan Pembatasan
Sostal Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota
Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/289/202 tentang Penetapan Pembatasan
Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
{COVID-19);

Keputusan -Gubernur Jaws Barat Nomai
443/Kep.304-Hukham /2020 tentang Pemberlakuan
Pembatasan Sosial di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota
Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan
Daerah Kota Bekasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Vints Disease 2019 {COVID-19); '

Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 460/2524 /Hukham
tentang PSBB Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan
Daerah  Kabupaten/Kota Sebagai  Persiapan Adaptasi
Kebiasaan Baru; ,

Berita Acara Rapat Nomor 443. 1/ 601/SET.COVID-19 pada
tanggal 4 Juni 2020 tentang Perpanjangan Kelima
Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala |

 Wabah Corona Virus Disease 2019
roporsional Dalam Rangka Persiapan
iplasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat
awan Covid-19 di Kota Bekasi. ‘
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MEMUTUSKAN

. Perpanjangan Kelima Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan

Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Pelaksanaan ﬁégp@g?
Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Melawan Covid-19 di
Kota Bekasi.

. Perpanjangan Kelima Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala

Besar (PSBB) di Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada bikt{im
KESATU dilanjutkan dengan skala proporsional ae;iam&_Z@ idug
puluh delapan) hari terhitung sejak tanggal 5 Jum 2020 sampal
dengan 2 Juli 2020.

. Segsla bizya yang timbul dalam rangka perpanjangan kelima

pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) di Kota Bekasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan/atau sumber dana lain yang
sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau

melakukan aktifitas di wilayah Kota Bekasi wajib memenuhi
ketentuan perpanjangan kelima pemberlakuan pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dan menerapkan protokol
kesehatan yang ketat dalam rangka pencegahan wabah Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19).

. Pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan di

Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sejalan dengan adaptasi
tatanan hidup baru masyarakat produktif melawan COVID-19.
secara bertahap diberlakukan pelayanan dengan teiap
memperhatikan protokol kesehatan.

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang
perlu.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana,

ur Jawa Barat;

Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;

Wakil Wali Kota Bekasi;

Sekretdris Daerah Kota Bekasi.




